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BAB I  
             PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Bangunan gedung (milik negara, milik swasta atau perorangan) merupakan aset 
yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, 
pemerintah, pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang mempunyai nilai 
ekonomis dan sosial, sehingga perlu diatur secara efektif, efisien dan tertib.  Hal ini 
secara hukum telah diamatkan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Juga diamatkan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Petunjuk Peraturan Pelaksanaan 
Undang- undang Nomor 28 tahun 2002, bahwa bangunan gedung harus selalu dalam 
kondisi Laik Fungsi yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan 
fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Sebagai bukti legal bahwa bangunan 
gedung tersebut dalam kondisi laik fungsi Pemerintah/Pemerintah Daerah menerbitkan 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. 
Dalam pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung secara 
administratif dan teknis, supaya bangunan gedung selalu dalam kondisi laik fungsi, 
dilakukan oleh Instansi Teknis, yang mempunyai peranan sangat penting ialah: 
 Memberikan Bantuan Teknis kepada pihak- pihak terkait (Instansi terkait) 
dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
 Bantuan Teknis ini adalah upaya untuk  memberdayakan pihak- pihak terkait 
(Instansi terkait) dalam hal teknis (administratif dan teknologis) baik berupa 
bantuan tenaga, informasi, maupun percontohan. 
Instansi Teknis ini ditingkat pusat adalah Departemen Pekerjaan Umum 
Direktorat Jendral Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, ditingkat 
Propinsi Umum dan atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. 
Untuk mengetahui kondisi kelaikan bangunan gedung, seperti diamatkan dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 dilakukan penilaian/ 
asesment terhadap bangunan gedung yang akan dimohonkan Sertifikat Laik Fungsi 
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(SLF), dimana penilaian/asesment ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan instansi 
teknis, tenaga ahli dari permohon yang bersangkutan, Konsultan Manajemen Kontruksi, 
atau badan hukum lain yang mempunyai keahlian teknis sesuai yang dipersyaratkan, 
yang sudah memiliki sertifikasi keahlian tersebut. Sedangkan rekomendasi akhir dapat 
diberikan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (jika sudah terbentuk). 
 
B. Rumusan Permasalahan 
Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat berbagai kendala untuk 
penerbitan perizinan dan untuk melakukan kegiatan penilaian/ assesment terhadap 
penyelenggaraan bangunan gedung, yang pada akhirnya memperlambat penerapan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini banyak disebabkan kurang siapnya instansi teknis 
penyelenggaraan dan sumber daya manusia yang menangani. Permasalahan yang 
muncul diantaranya: 
1. Bagaimana kualitas pegawai yang ada dalam instansi teknis penyelenggaraan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ditinjau dari pemahaman akan peraturan dan aplikasi 
melalui data kuisioner. 
2. Apakah Kuantitas pegawai yang ada mampu menangani obyek Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF) yang ada. 
3. Bagaimana prediksi waktu penyelesaian penerbitan SLF untuk seluruh obyek 
bangunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditinjau dari Ijin IMB yag telah 
berlangsung.  
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui tingkat kualitas pegawai yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 
2. Mengetahui tingkat perbandingan antara kuantitas pegawai yang ada dengan 
jumlah obyek yang harus ditangani. 
3. Memprediksi jangka waktu penyelesaian penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
untuk seluruh obyek bangunan. 
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D. Batasan Penelitian   
 
 Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi untuk hal- hal sebagai 
berikut: 
1. Lokasi penelitian adalah di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan. 
2. Pembahasan difokuskan pada penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah, 
swasta, dan perorangan, yang terdata di instansi pemberi Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di 3 kota ini. 
3. Ukuran produktivitas pegawai dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
diukur dari proses pelaksanaan IMB yang telah berlangsung selama 5 tahun 
terakhir. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Mendapatkan informasi untuk menambah khasanah ilmu di bidang 
penyelenggaraan peraturan pemerintah mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
bangunan gedung. 
2. Manfaat praktis 
Memberikan gambaran mengenai kesiapan penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF) bangunan oleh Pemerintah Daer
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